BAB VI
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya,simpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
6.1 Simpulan

1. Pengakuan terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA.2020 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah sesuai
dengan ketentuan pada PP No.71 Tahun 2010 pada penerapan PSAP
No.08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tercatat sebesar
Rp.817.705.000.

2. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan pada Disdukcapil Kota Kupang
TA.2020 yang meliputi biaya perolehan dan nilai konstruksi yang telah
dibayarkan serta pencatatannya dalam pos Konstruksi Dalam Pengerjaan
telah sesuai dengan ketentuan pada PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi
Dalam Pengerjaan dalam PP No.71 Tahun 2010, Yang tercatat sebesar
Rp.817.705.000.

3. Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 08
dalam PP No.71 Tahun 2010, Yang tercatat sebesar Rp.817.705.000.
Berdasarkan pada laporan neraca tahun anggaran 2018 sampai dengan
tahun anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.817.705.000 untuk

pembangunan gedung kantor Disdukcapil mengalami keterlambatan dan
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tidak ada kemajuan akibat ketidakmampuan dan belum ada tindak
lanjutan dari pihak kontraktor untuk menyelesaikan pembangunannya.
6.2 Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Bagi entitas akuntansi
Pengadaan aset tetap berupa gedung harus dilakukan dengan
mencari penyedia jasa konstruksi yang memiliki kemampuan ataupun
kompetensi yang sesuai untuk jenis dan nilai pekerjaan yang akan
dilaksanakan untuk menghindari adanya kemungkinan kegagalan dalam
penyelesaian suatu proyek pengadaan ataupun pembangunan yang
diharapkan menjadi aset tetap.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Harus segera dirumuskan kebijakan terhadap penyelesaian
pembangunan aset tetap yang bermasalah dari entitas didalam
Pemerintahan Daerah untuk dapat segera memetik manfaat dari

pembangunan yang telah direncanakan bagi kepentingan masyarakat.
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